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ABSTRACT
ilih jenis hak kekayaan intelektual yang tepat atau memenuhi syarat

administrasi yang dibutuhkan.

4. Faktor keempat adalah lemahnya penegakan hukum. Kasus penipuan merek,
pengecopian kemasan, hingga pencurian produk masih banyak terjadi,
sehingga membuat pelaku usaha merasa kurang percaya terhadap

perlindungan hukum yang ada.[4]

E. Upaya Meningkatkan Efektivitas Perlindungan HKI

Meningkatkan perlindungan hak kekayaan intelektual secara lebih efektif
membutuhkan kerja sama dari pemerintah, lembaga pendidikan, pengusaha, organisasi
profesi, serta masyarakat. Pemerintah harus memperbanyak penjelasan tentang
manfaat HKI dengan memberikan pelatihan dan bantuan kepada pengusaha kecil dan
menengah di berbagai wilayah. Selain itu, proses mendaftar harus lebih mudah, cepat,
jelas, dan terjangkau.

Perguruan tinggi juga berperan penting dengan melakukan kegiatan pengabdian
kepada masyarakat, misalnya membantu menyusun dokumen untuk pendaftaran HKI
serta memberikan konsultasi hukum secara gratis. Penegakan hukum terhadap
pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual harus dilakukan dengan tetap dan
terus-menerus agar para pelaku dapat merasa takut dan menghindari melakukan
pelanggaran tersebut lagi.

Di zaman digital saat ini, memperkuat sistem pengawasan terhadap pelanggaran
hak kekayaan intelektual di pasar online dan media sosial juga menjadi langkah yang

strategis. Kerja sama antara pemerintah dengan pengelola platform digital dibutuhkan
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agar barang palsu atau yang melanggar hak kekayaan intelektual dapat segera
ditangani. Oleh karena itu, perlindungan hukum bukan hanya mencegah masalah,
tetapi juga menangani permasalahan yang sudah terjadi, sehingga dapat memberikan

rasa aman dan yakin bagi pelaku UMKM dalam beraktivitas.[5]
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KESIMPULAN

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memiliki peran yang sangat
penting dalam mendukung perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Micro, small, and medium enterprises (UMKM) are an important part of the Indonesian
economy. They play a big role in increasing economic growth, absorbing labor, and improving public
welfare. In the conditions of increasingly tight business competition, the protection of Intellectual
Property Rights (IPR) becomes an important legal tool to protect the authenticity of micro, small, and
medium business products (UMKM), as well as increase the added value and competitiveness of the
business. This research wants to find out how effective the intellectual property rights protection law is in
protecting micro, small, and medium business products in Indonesia and find various things that affect
their implementation. This research uses normative legal methods, by analyzing legal regulations and also
exploring relevant concepts. Data is obtained by looking for information from legal regulations, scientific
journals, and related readings. Research shows that Indonesia already has good legal regulations to
protect intellectual property rights, especially through Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks
and Geographical Indications, Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, as well as various
government policies that help MSMEs in registering their intellectual property rights. However, the
protection is still not effective because the awareness of MSMEs about the importance of HKI is still low,
the cost of HKI registration is expensive, the available legal assistance is limited, and law enforcement
against HKI violations is still weak. Therefore, good cooperation is needed between the government,
academics, entrepreneurs, and the public in increasing understanding, simplifying registration
procedures, and increasing the effectiveness of law enforcement so that the protection of intellectual
property rights can increase the competitiveness of Indonesian MSMEs.

Yosriarnrd e ITntallartizal Pranoris Dichte T acal Denfortian TTMICAT Prand Caoansviah$



Indonesian Law Journal | Volume X Issue X (2025) XX-XX

di Indonesia. HKI tidak hanya memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap
hasil kreativitas serta inovasi pelaku usaha, tetapi juga mampu meningkatkan daya saing
produk, memperkuat identitas usaha, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan
membuka peluang investasi maupun perluasan pasar.

Secara normatif, Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang cukup
memadai melalui berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta peraturan lain yang mengatur paten, desain
industri, dan rahasia dagang. Namun, efektivitas perlindungan HKI dalam praktiknya
masih belum optimal. Hal tersebut dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran hukum
pelaku UMKM, keterbatasan biaya pendaftaran, kurangnya pendampingan teknis, serta
belum maksimalnya penegakan hukum terhadap pelanggaran HKI.

Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, Direktorat Jenderal
Kekayaan Intelektual, perguruan tinggi, pelaku wusaha, dan masyarakat untuk
meningkatkan edukasi mengenai pentingnya HKI, memperluas pendampingan hukum,
menyederhanakan prosedur pendaftaran, serta memperkuat pengawasan dan
penegakan hukum. Dengan upaya tersebut, perlindungan HKI diharapkan dapat berjalan
lebih efektif sehingga mampu mendorong peningkatan daya saing, keberlanjutan, dan
pertumbuhan UMKM sebagai salah satu pilar utama perekonomian Indonesia.
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